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Diduga Bermasalah

BANGGAI, MERCUSUAR- Proses tender
pemasangan jaringan listrik Unit Pelayanan
Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, pada
Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)
Kabupaten Banggai, diduga bermasalah.

Atas dugaan gratifikasi dan
tindak pidana korupsi tersebut,
LSM Laskar Merah Putih telah
menindak lanjutinya dengan
melayangkan surat pada Kepalh
Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Sulteng serta Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kabupaten Bangkep.

Wakil Ketua .SM Merah Putih,
Syahrin Taakk yang didampingi
rekannya Hasanuddin Zamaun
kepada Mercusuar, Minggu (2/
9) mengatakan, pada pengadaan
barang dan jasa oleh ULP
Bangkep khususnya bidang
usaha jasa konstruksi bidang

elektrikal, diduga telah terjadi
pelanggaran pada penetapan
pemenang peserta tender
pemasangan jaringan listrik.
Keduanya menjelaskan, surat
ULP Kabupaten Bangkep ter-
tanggal 2 Juli 2012 No. 153/
ULP-Bangkep/2012 tentang
penyerahan hasil pengadaan
barang dan jasa Distamben
Bangkep berisikan pemenang
tender 10 paket kegiatan pembi-
naan dan pengembangan kelis-
trikan. Ironinya, di lapangan
realiasinya tidak sesuai dengan
perundang-undangan serta

Kepmen yang berlaku.

Adapun paketyang disinyalir
bermasalah itu, sebut Syahrin
dan Hasanuddin yaitu, pema-
sahgan jaringan tenaga rendah
di Desa Saiyong, Ambelang dan
Manggalai. Sumber dananya
pada pekerjaan yang dikerjakan
PT. Mitra Sejati Sejahtera ini
berasal dari Dana Alokasi
Umum (DAU) sebesar Rp445
juta kebih. Paket kin yang diduga
bermasalah kata keduanya,
pemasangan jaringan PLN
Kantor Bupati Bangkep yang
bersumber dari DAU sebesar
Rp544 juta ebih. Untuk paket ini
dikerjakan oleh PT. Avas Integra
Indonesia.

Dalam menguak kasus
dugaan korupsi ini, LSM Laskar
Merah Putih mengaku telah
melakukan investigasi. Hasil
turun lapangan, ditemukan

dalam melaksanakan tender,
ULP terkesan memenangkan
satu pihak pemenang. Kebijakan
itu kata Syahrin dan Hasanuddin
melanggar Perpres No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

ULP klaim LSM itu memper-
sempit masa sanggah yang
hanya memberikan waktu em-
pathari. "Ini yang memperkuat
dugaan kami bahwa ULP hanya
ingin memenangkan satu pihak
saja, dengan tidak memberikan
waktu yang cukup pada pihak
yang kalah untuk mengoreksi
kesalahan,"kata keduanya.

Atas hasil tender lanjut
mereja, ULP juga tidak membe-
rikan jawaban secara tertulis
kepada pihak yang kalah dan
ULP dianggap mengebiri hak
peserta tender untuk mebkukan
verifikasi sebagaimana layaknya

Syahrin Taalek

proses tender dilhkukan.

Syahrin dan Hasanuddin
mengaku, telah melayangkan
surat kepada Kejati Palu dan
Kejari Bangkep. Dalam surat
yang diajukan sejak tanggal 27
Agustus 2012 itu, LSM Laskar
Merah Putih mencantumkan
seluruh indikasi pelanggaran
atas proses tender ULP pada
Distamben Bangkep itu.

LSM itu juga memberi tembu-
san pada sejumlah instansi
berkompoten. Diantaranya kata
keduanya, Kejaksaan Agung
(Kejagung) di Jakarta, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
di Jakarta, Kapolri, DPR-R],
Menteri BUMN serta Kapolda
Sulteng. sor










